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ABSTRAK

Gangguan mental kepribadian antisosial merupakan pola pengalaman dan
perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, hubungan pribadi,
dan pengendalian dorongan keinginan. Individu yang mengalami gangguan
kepribadian antisosial disebut juga dengan sosiopat. Mereka tidak memiliki rasa
bersalah dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dia lakukan termasuk
apabila perbuatannya tersebut merugikan orang lain, sebab mereka ini kurang
memiliki pertimbangan akal. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh
siapapun tanpa memandang pelakunya termasuk di sini mereka yang mengalami
gangguan kepribadian antisosial. Kemudian apakah terhadap mereka ini masih dapat
diberlakukan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Untuk itu, penelitian ini akan
melihat bagaimana status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita
gangguan mental kepribadian antisosial ini dengan dilihat dari dua perspektif hukum
yakni hukum Positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah library research yaitu suatu penelitian yang data
dan bahan kajiannya berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku,
jurnal, maupun literatur-literatur lainnya. Adapun sifat penelitian yang digunakan
adalah analisis-komparatif. Analisis berarti menganalis dari penjelasan mengenai
status pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan
mental kategori kepribadian antisosial dengan perbandingan perspektif menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mengarah pada suatu kesimpulan bahwa status
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental
kepribadian antisosial baik menurut hukum Positif maupun hukum Islam adalah
keduanya sepaham jika pelakunya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
Namun terjadi perbedaan dalam beberapa hal salah satunya mengenai status hukuman
yang diberikan kepada pelakunya. Pada hukum positif pelaku pidana yang menderita
gangguan mental kepribadian antisosial dapat dikenai pertanggungjawaban pidana,
dapat dikenainya ini berarti posisi pelaku secara tidak langsung disamakan dengan
pelaku pidana lain yang tidak memiliki gangguan mental. Sementara dalam hukum
Islam, mengenai status hukumannya sendiri masih terdapat perbedaan pendapat di
kalangan para ulama.

Kata Kunci: Gangguan Mental, Kepribadian antisosial, Pertanggungjawaban, hukum
Positif, hukum Islam.
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Huruf ]
Arab Nama Huruf latin Kata
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- Ba’ B Be

< Ta’ T Te
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d Jim J Je

d Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ KH Ka dan ha

3 Dal D De

L Za zZ Zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er

J Zai 3 Zet

o Sin S Es

U Syin SY Esdan Ye
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b Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
b Za’ y/ Zet (dengan titik di bawah)
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d Kaf
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¢ ya’

I szZIrXO0mTmoe
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Qi
Ka
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‘en
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Ha
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Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

5

A Ditulis Muta’addida
X Ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”
dta Ditulis Hikmah
ide Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

ARPNEARS

Ditulis

Karamah al-auliya
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah
ditulis t atau h.

Jhdll B Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
L Fathah Ditulis I
J”’ Ditulis Fa’ala
L Kasrah Ditulis A
55 Ditulis Zukira
’ Dammah Ditulis U
L_M, Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
dals Ditulis Jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati Ditulis A
S Ditulis Yas’a
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis I
@S Ditulis Karim
4 | Dammah + wawu mati Ditulis U
s 8 Ditulis Furad
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
Jree Ditulis Bainakum
2 Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Dutulis Qaul
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. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apestrof
et Ditulis a’antum
| Ditulis u’iddat
Al ol Ditulis la’in syakartum

. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

AN
L

C

Ditulis
Ditulis

Al-Qur’an
Al-Qiyas

2. Biladiikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya

sl Ditulis as-sama’
gPA|l Ditulis asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

R Al (553
AT o

Ditulis
Ditulis

Zaw1 al-furiid

Ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dilengkapi dengan
kemampuan akal untuk bertindak dan berperilaku. Kemampuan akal yang dimiliki
manusia sesungguhnya adalah penunjang agar manusia dapat membedakan mana
yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat
melakukan pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan hingga mengetahui perbuatan
yang seharusnya dikerjakan dan perbuatan yang dihindari. Akal manusia memiliki
peranan yang penting, karena dengan adanya akal, manusia bisa dibedakan dengan

makhluk lainnya termasuk dengan sesama manusia itu sendiri.

Kata akal berasal dari bahasa Arab ( J&a! ) al ‘Aql yang berarti memahami dan

mengerti akan sesuatu.' Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, tetapi
merupakan daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia. >

Allah berfirman:

! Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), him. 19.

% Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, cet.ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia (Ul
Press), 1986), him. 5.
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Jika kita memperhatikan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari maka akan
ada banyak hal yang kita lihat. Ada orang yang terlihat gembira, bahagia, dan dapat
bersosialisasi dengan sesamanya, adapula orang yang sering mengeluh, mengalami
depresi, konflik/frustasi, kecemasan yang tidak wajar sehingga tidak dapat
bersosialisasi dengan sesamanya. Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh
Allah adalah manusia yang sempurna, dan akal menjadi acuan dari kesempurnaan itu.
Akan tetapi, terkadang kita menjumpai dalam kehidupan seseorang dari sejak lahir
dia mengidap suatu penyakit yang menyerang akal dan membuatnya berbeda dengan
manusia pada umumnya. Begitupun ketika dia mulai tumbuh dewasa tapi masih
terlihat seperti anak kecil. Sehingga, dapat dikatakan tidak normal yang dalam istilah
kehidupan sehari-hari umumnya disebut dengan penyakit jiwa atau gangguan jiwa
atau gangguan mental.

Yustinus Semiun di dalam bukunya memberikan pengertian gangguan mental
adalah sebagai gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup

sehat seperti yang diinginkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.*

®Q.S. Al-Bagarah (2) : 75.

* Yustinus Semiun , Kesehatan mental, cet.ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 111: 9.



Sedangkan menurut Kartini Kartono, gangguan mental atau disorder mental adalah
bentuk penyakit, gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental,
disebabkan oleh kegagalan mekanisme reaksi adaptasi dari fungsi-fungsi
kejiwaan/mental terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan sehingga
muncul gangguan fungsional atau gangguan struktural dari suatu bagian, satu orang,
atau satu sistem kejiwaan/mental.”

Istilah gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan istilah resmi yang
digunakan dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Di
Indonesia upaya untuk menyeragamkan diagnosis (penentuan jenis penyakit dengan
cara meneliti gejala-gejalanya) sebagai acuan dalam pelaksanaan terapi menggunakan
buku panduan PPDGJ, yang mulai dibuat hingga sekarang memiliki tiga versi yaitu
PPDGJ I, Il, dan 111.° Dalam PPDGJ Il menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau

gangguan mental ialah sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang

® Kartini Kartono, Hygiene Mental, (Bandung: Mandar Maju, 2000), him. 80.

® pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) merupakan buku acuan diagnosis
gangguan jiwa yang berlaku dan digunakan di Indonesia. PPDGJ diterbitkan oleh Direktorat
Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam penghimpunannya, PPDGJ
mengacu pada dua kitab/buku panduan diagnosis internasional lainnya. yaitu Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association
(APA) yang mengalami beberapa revisi dan International Classification of Diseases (ICD) diterbitkan
oleh World Health Organization (WHO). Dan dalam perkembangannya, PPDGJ memiliki beragam
versi. PPDGJ-1 diterbitkan pada tahun 1973 di dalamnya masih mencantumkan homoseksualitas
sebagai salah satu penyakit dan gangguan kejiwaan, diagnosisnya mengacu pada ICD 8 (di sahkan
oleh WHO pada 1965) dan masih menggunakan sistem numerik. Kemudian PPDGJ-1I diterbitkan pada
tahun 1983, di dalamnya mencantumkan konsep klasifikasi dengan kelas diagnosis memakai kriteria
DSM-III, dan dengan diagnosis monoaksial serta mengacu pada ICD 9. Terakhir PPDGJ-1II yang
diterbitkan pada tahun 1993 merupakan revisi terakhir yang masih menjadi panduan diagnosis
gangguan jiwa yang valid bagi psikolog dan psikiatri di Indonesia, merujuk pada standard dan sistem
pengkodean dari International Classification of Disease (ICD-10) dan sistem multiaksis dari
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-1V).



secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala
penderitaan (distress) atau hendaya (ketidakberdayaan atau ketidakmampuan) yang
dalam bahasa inggris dinamakan impairment /disability terjadi dalam satu atau lebih
fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu adalah
disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata
terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab | Pasal 1
menjelaskan pengertian mengenai kejiwaan terbagi menjadi dua sebagaimana
tercantum pada ayat (2):

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah

orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan

perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami
gangguan jiwa.’

Selanjutnya pada ayat (3) :

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang

yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang

termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku
yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam
menjalankan fungsi orang sebagai manusia.®

Dewasa ini, berbagai macam tindak kejahatan kerap terjadi utamanya di kota-

kota besar , yang bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya

termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental.

" Pasal 1 Ayat (2) .

8 pasal 1 Ayat (3) .



Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, hal itu sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam
hukum pidana, atau biasa dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan™.’
Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam merupakan suatu
pembebanan terhadap seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan
yang dikerjakannya atas kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud
serta akibat dari perbuatannya.’

Dilakukannya suatu tindak pidana merupakan syarat eksternal dari kesalahan,
dan kesalahan selalu berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Kesalahan berarti
dapat dicelanya si pelaku tindak pidana. Dicelanya manusia sebagai subjek hukum
karena melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atau tertuju kepada mereka
yang memiliki keadaan batin yang normal. Keadaan batin yang normal ditentukan
oleh faktor akal pelaku. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh
dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan seorang pelaku
untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh
dilakukan menyebabkan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana, ketika dia melakukan suatu tindakan pidana. **

° Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012) , him. 178.

Y Ahmad Wardi Muslich, dikutip dari A.Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1967), him. 12.

% bid., him. 9.



Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan
oleh orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Adapun beberapa jenis
kategori orang yang menderita gangguan mental atau gangguan jiwa dan masing-
masing jenis serta cirinya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya dari yang paling
berat sampai ringan, seperti Skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan Involusi,
gangguan delusional, gangguan-gangguan pola kepribadian seperti gangguan
Paranoid, Skizoid, Skizotipal, perbatasan (border-line personality disorder),
gangguan waham/delusi, gangguan sifat kepribadian seperti gangguan pasif-Agresif,
Obsesif-Kompulsif, gangguan identitas dissosiatif (kepribadian ganda), ganguan
kepribadian antisosial dan masih banyak lagi. **

Seperti kasus seorang polisi yang membunuh kedua anaknya sendiri dengan
mutilasi.”® Kemudian kasus yang hangat menjadi pembicaraan di kalangan para
penggeliat HAM vyaitu kasus terpidana mati narkoba warga Negara asing yang
divonis menderita gangguan mental Rodrigo Gularte.** Dilanjut dengan kasus
pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Rusik pada tahun 2013

terhadap Iskandar dengan cara memenggal kepala korban, terdakwa divonis hukuman

12 Yustinus Semiun, Kesehatan Mental, cet.ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), Ill: 17-29.
Untuk detail definisi masing-masing gangguan tersebut silahkan lihat dan baca bukunya secara
langsung.

3 Rachmadin Ismail, “2 Anak Jadi Korban, gangguan Mental Anggota Polisi Jangan Terabaikan.
http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-
terabaikan, akses pada 4 November 2016.

% Rinaldy Sofwan Fakhrana,” Terpidana mati asal Brazil mengalami gangguan jiwa”
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil-
mengalami-gangguan-jiwa/, akses pada 4 November 2016.



http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-terabaikan
http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-terabaikan
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil-mengalami-gangguan-jiwa/
http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil-mengalami-gangguan-jiwa/

mati oleh pengadilan negeri sekayu Palembang.™ Adapula kasus seorang kakak yang
tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015.*® Kemudian
di Bandung pada desember 2016 terjadi aksi penikaman terhadap 8 orang, yang
dilakukan oleh seorang pria dimana satu diantaranya tewas.'” Terakhir kasus yang
menjadi viral pada pertengahan tahun 2016 kasus yang dilakukan oleh Mutmainah
seorang ibu yang tega memutilasi anak kandungnya sendiri.*®

Semua kasus tersebut merupakan contoh-contoh kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental. Adanya suatu tindak pidana
yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental membuat keresahan di
tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami gangguan mental tentu
membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien.
Namun di sisi yang lain mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus

diproses secara hukum.

1 Candra Okta Della, “Rusik Diduga Mengalami Gangguan

Jiwa”’http://palembang.tribunnews.com/2014/02/21/rusik-diduga-mengalami-gangguan-jiwa , akses
pada 28 Januari 2017.
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Johan  Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung di Ciledug Idap Gangguan Jiwa”
http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-
jiwa, lihat pula pada http://news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-
dinyatakan-gila, akses pada 29 Januari 2017.

Y Gagux, “Penusuk 8 Warga Bandung Alami  Gangguan Jiwa !”

http://setempo.com/2016/12/berita-terkini-penusuk-8-warga-bandung-alami-gangguan-jiwa.html,
akses pada 29 Januari 2017.

18 Deny Irwanto, “lin Dinyatakan Menderita Gangguan Jiwa”,

http://news.metrotvnews.com/read/2016/10/17/598845/iin-dinyatakan-menderita-gangguan-jiwa, akses
pada 4 November 2016.



http://palembang.tribunnews.com/2014/02/21/rusik-diduga-mengalami-gangguan-jiwa&ei=j-3zc-pv&lc=en%20ID&s=1&m=617&host=www.google.co.id&ts=1485592725&sig=AF9Nedl8WAb0R9TU7j3BleiH0njop7ww
http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-jiwa
http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-jiwa
http://news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-dinyatakan-gila
http://news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-dinyatakan-gila
http://setempo.com/2016/12/berita-terkini-penusuk-8-warga-bandung-alami-gangguan-jiwa.html
http://news.metrotvnews.com/read/2016/10/17/598845/iin-dinyatakan-menderita-gangguan-jiwa

Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seseorang harus dewasa
dan cakap untuk bertindak hukum.'® Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu
tindakan hukum kepadanya akan pula dapat dikenai pertanggungjawaban. Dalam
hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukuman dinamakan mukallaf.
Sebagai subjek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar
bagi adanya pembebanan hukum. Di mana secara umum dasar taklif adalah akal dan
pemahaman.?’ Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat
memahami dalil-dalil penetapan hukum, dan dalam hal ini syara’ mengaitkan
kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.

Dengan adanya kasus-kasus yang telah dipaparkan tersebut penyusun melihat
terhadap pelakunya merupakan orang yang akalnya terganggu dan dalam penelitian
ini penyusun tertarik untuk meneliti gangguan mental dengan jenis gangguan

kepribadian antisosial (sosiopat).

9 Budi Ruhiatudin, Pengantar llmu Hukum, cet. ke-3, (Yogyakarta: Cakrawala media, 2013),
him.79.

2Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia,
(Yogyakarta: Beranda Publishing , 2013), him. 141.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan

dibahas meliputi:

1.

Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku
tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian
antisosial?

Apa persamaan dan perbedaan status pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial

menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pokok masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa

tujuan, yaitu:

1.

Untuk menjelaskan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap
pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian
antisosial.

Untuk menemukan persamaan dan perbedaan mengenai status
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental
kategori kepribadian antisosial baik dalam Hukum Positif maupun Hukum

Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara

teoritis maupun praktis.
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan
menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam
bidang hukum Positif dan Hukum Islam. Lebih dari itu untuk menjelaskan
sekaligus memberi pengetahuan mengenai pandangan Hukum Positif dan
Hukum Islam terkait dengan status pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa
(penyusun) adalah untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, yang secara
umum untuk memperkaya pemahaman terhadap masyarakat, terutama di
lingkup mahasiswa hukum untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut
mengenai permasalahan terkait penderita ganggguan mental yang ada
kaitannya baik itu dengan Hukum positif maupun dengan Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka
menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Dan
sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan, penyusun akan terlebih
dulu meneliti pada buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan
permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar
penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum ada yang pernah

membahas dan menelitinya.
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Dalam penyusunan skiripsi ini sesuai dengan judul yang penyusun ajukan,
sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas mengenai “STATUS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA
GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPRIBADIAN  ANTISOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” di Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun skripsi-skripsi atau
penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun buat,
kurang lebihnya penulis menemukan beberapa yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Stedy R. Punuh dengan Judul “Kemampuan
Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis dalam skripsinya
memaparkan jika keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan Pasal 44
ayat (1) KUHP adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak
lahir. Dan keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) KUHP adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat.

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Irawati dengan judul “Rekonstruksi Pasal 44
KUHP dan VeRP (Visum et Repertum Psichiatrycum) dalam Sistem Peradilan
Pidana” # Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya dalam KUHP tidak memuat

perumusan kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya merujuk ke

2l Stedy R. Punuh, “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

%2 Dyah Irawati, “Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana”,
Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2:2 ( Februari 2009).
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arahnya saja. Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan
“tidak mampu bertanggungjawab” tapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat
dalam diri pelaku, yang menjadi alasan sehingga perbuatannya tidak dapat
dipertanggunjawabkan, menurut pasal tersebut, ketidakmampuan harus disebabkan
oleh alat-alat batinnya yang sakit atau cacat dalam tubuhnya. Tetapi tidak semua
yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya
secara hukum sehingga pasal itu perlu untuk direkonstruksi. Sehingga seorang hakim
dalam menjelaskan tidak mampu bertanggungjawab tidak boleh mengandalkan pola
pikirnya sendiri. Untuk itulah hakim wajib menghadirkan saksi ahli (dokter psikiater)
yang dapat menjelaskan hal tersebut. Seorang psikiater dalam sistem peradilan pidana
sebagai pembuat alat bukti VeRP. Fungsi Psikiater dalam persidangan turut
membentuk keyakinan hakim ketika menyidangkan kasus pidana dengan pelaku yang
terganggu jiwanya.

Skripsi yang ditulis oleh T. Tihamah dengan judul “Pertangungjawaban
Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif”.*® Dalam skripsinya
tersebut penulis menilai arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dalam Pasal 44
KUHP ditinjau dari Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan,
sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat. Menurutnya,
Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab,

melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak

2 T, Tihamah, “Pertanggungjawaban Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif”,
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
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mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan keadaan orang yang
mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Sehingga, ketentuan pasal 44 ayat (1)
KUHP menurut penulis hanya berlaku pada orang yang mampu bertanggungjawab
atas perbuatannya, apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana
diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Tesis yang ditulis oleh Adriesti Herdaetha dengan judul “Pertanggungjawaban
Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”** Menggunakan penelitian normatif-
empiris (applied law research) dengan pendekatan filosofis dan pendekatan kasus.
Penulis dalam tesisnya membahas berbagai macam pertanggungjawaban seseorang
atas tindak kriminalnya, yang mengidap beberapa jenis gangguan jiwa yang
diaplikasikan ke dalam 8 jenis tindakan kriminal dengan hasil pertanggungjawaban
yang berbeda-beda. Ada pelaku yang tidak dapat bertanggung jawab karena
gangguannya, ada pula yang dapat bertanggung jawab penuh dan sebagian, meskipun
pelaku mengidap gangguan mental.sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan
jika hampir semua gangguan jiwa dapat berhubungan dengan perilaku kriminal.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD
1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum. Artinya, setiap tindakan
yang dilakukan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya

didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum pula. Akan tetapi,

2 Adriesti Herdaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, Tesis
Progam Studi llmu Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
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sebagaimana yang dapat dipahami bahwasanya tidak semua orang pada kenyataannya
dapat dikenai hukuman meskipun dalam realitasnya semua orang dapat melakukan
tindak kejahatan. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia
yang dilahirkan atau dalam perkembangannya ketika mencapai usia tertentu dapat
dikatakan sebagai seseorang yang cakap hukum dan tidak berada dalam pengampuan.
Meski di sisi yang lain, mereka tetap mendapatkan hak-hak tertentu yang secara
universal hak tersebut juga dimiliki oleh manusia yang lainnya seperti, hak untuk
hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan lainnya.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban
atau sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan suatu
tindakan hukum. Menurut hukum, hanya orang/manusialah yang dapat memperoleh
hak dan kewajiban. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak dimulai dari saat
dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal dunia, hal ini bahkan termasuk janin yang
masih dalam perut ibunya dianggap sebagai pembawa hak apabila kepentingannya
menghendaki. %

Meskipun menurut hukum setiap orang dapat memiliki hak, namun dalam
prosesnya tidak semua orang diperbolehkan sendiri dalam melaksanakan hak-haknya.
Mereka yang dimaksud disini ialah orang yang masih di bawah umur, orang yang

tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang diletakkan

% Budi Ruhiatudin, Pengantar llmu Hukum... him.76.
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di bawah pengampuan dan perempuan dalam pernikahan. Untuk itu seseorang yang
melakukan tindakan hukum harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.?

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memuat unsur-unsur
perbuatan pidana. Tetapi, menjadi tidak dapat dijatuhkan pidana apabila suatu
perbuatan tidak termasuk ke dalam rumusan delik (tindak pidana). Hal itu bukan
berarti semua tindakan pidana yang termasuk ke dalam rumusan delik dapat dijatuhi
hukuman. Sekiranya ada beberapa syarat salah satunya®’: perbuatan itu merupakan
perbuatan melawan hukum dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana adalah
perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat
melawan hukum dan dapat dicela.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang
mengalami gangguan mental kategori kepribadian antisosial disini mengindikasikan
bahwa terhadap mereka unsur-unsur perbuatan pidana bukan tidak mungkin tidak
dapat mereka kuasai. Hanya saja, untuk membuktikan apakah benar orang itu
mengalami gangguan tersebut dibutuhkan bantuan dari para ahli. Karena yang
dimaksud dapat dicela adalah dapat dipidananya perbuatan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Sementara itu dalam hukum Islam, orang atau pelaku (subjek) hukum, diartikan
sebagai orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala perbuatan yang dia

lakukan telah diperhitungkan berdasarkan ketentuan Allah. Yang dalam istilah Ushul

% 1bid., him.79.

2T schaffmeister dkk, Hukum Pidana, cet.ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), him. 27.
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Fikih subjek hukum disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum
(Mahkiim ‘Alaih) yaitu orang-orang yang kepadanya diperlakukan hukum.?

Oleh karena mukallaf merupakan subjek hukum, maka kepada dirinya
diberlakukan syarat-syarat tertentu sebagai dasar adanya pembebanan hukum. Syarat
tersebut secara umum adalah akal dan pemahaman. Namun, dalam memberikan suatu
pembebanan Allah memberikannya berdasarkan kapasitas serta kesanggupan dari

hambanya. Hal itu sebagaimana firman Allah:
2 S 1o ks 5 CnSTs W gt N1 L il LS,

Para ulama sepakat bahwa syarat seseorang dibebani hukum adalah dewasa
(baligh), berakal, dan memahami pembebanan hukum. Pada dasarnya seseorang yang
telah dewasa dan berakal akan mampu untuk memahami titah Allah yang
menyebabkan dia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum (mukallaf). Yang
kemudian dirinci oleh para fugaha sebagai berikut:

1. Baligh, secara langsung berarti kemampuan memahami sendiri terhadap

ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist-hadist yang mengandung aturan hukum.
Sedangkan secara tidak langsung memiliki pengertian bahwa pemahaman

khitab syar’i diperoleh melalui pihak lain yang dianggap lebih tahu.*

28 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), I: 356.

2 Q.S. Al-Bagarah (2): 286.
%0 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...him.
141.
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2. Ahliyyah, kecapakan bertindak hukum, maksudnya cakap menangani urusan

yang berkaitan dengan hukum syara’ yang mana ahliyyah ini terbagi

menjadi dua:*

a.

Ahliyyatul — Ada’ yaitu  kecakapan yang sempurna  untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pandangan Amir
Syarifudin hal itu berarti mencakup segala tindakan baik dalam bentuk
ucapan maupun perbuatan yang telah mempunyai akibat hukum. Dalam
bentuk ucapan umpamanya, dia melakukan suatu akad atau transaksi.
Akad itu dianggap sah dan berakibat hukum. Sedangkan dalam bentuk
perbuatan seperti ketika melakukan ibadah shalat, shalatnya dianggap
sah. Begitupula ketika ia melakukan suatu tindak pidana ia akan
dikenai sanksi hukuman atas perbuatannya tersebut.** Oleh karena itu
ukuran kecakapan ini menurut Ali Sodigin dirumuskan dalam bentuk
aqil, baligh dan cerdas.

Ahliyyatul Wujab, yaitu cakap untuk menerima hak tapi belum cakap

untuk dibebani seluruh kewajiban. Ahliyyatul Wujub terbagi menjadi

31 bid.

%2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh... him. 358.
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dua vaitu: Ahliypatul Wujib Nagisah™ dan  Ahliyyatul Wujiib

Kamilah.*'
Pada perkembangannya kecakapan untuk berbuat hukum (Ahliyyatul Ada”) tidak
berlaku untuk semua manusia. Hal itu karena kecakapan dibatasi oleh syarat-syarat
tertentu yakni baligh dan berakal. Sehingga dengan begitu, kesengajaan anak kecil

atau orang gila dianggap kesalahan sebagaimana kaidah figh: *
o Ot of Jidhall dos

Kehidupan manusia sebagai subjek hukum terkadang memuat suatu peristiwa
yang membuatnya tidak bisa lagi dibebani hukuman (taklif). Baik itu karena faktor
dari dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar dirinya. Seorang mukallaf dapat
terbebas dari taklif atau berkurang taklifnya jika mendapatkan atau mengalami
sesuatu yang dapat menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindaknya.

Halangan-halangan tersebut terbagi ke dalam dua kategori:®

¥ Kecakapan yang dikenai hukum secara lemah. Yakni kecakapan hukum manusia untuk
menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak
pantas menerima hak.

% Kecakapan untuk dikenai hukum secara sempurna. Dimana, kecakapan seseorang disamping ia
dikenanai kewajiban juga dia cakap untuk menerima hak.

® A.Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000), him. 241.

% Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia....him.
142.
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1. ‘Awarid Samawiyyah: suatu halangan yang datangnya dari Allah, yang
berarti di luar kemampuan manusia seperti gila, sakit, dungu.

2. ‘Awarid Muktasabah: suatu halangan yang asalnya dari dalam diri manusia
yang diakibatkan karena perbuatannya seperti mabuk, terpaksa dan
sebagainya.

Adanya dua halangan tersebut, akan berakibat pula terhadap kecakapan
bertindak hukum oleh mukallaf yang memiliki konsekuensi yang berbeda, dilihat dari
segi objeknya. Halangan yang bisa menyebabkan Ahliyyatul Ada’ hilang sama sekali
seperti gila, terpaksa, tidur, lupa. Akibatnya kecakapan hukumnya hilang, sehingga
tidak dapat dimintai kepadanya pertanggungjawaban. Kemudian halangan lain yang
mengurangi seperti penyakit dungu. Konsekuensinya tidak hilang, tetapi hanya
membatasi kecakapannya. Tindakan yang bermanfaat untuk dirinya dianggap sah dan
tindakan yang merugikan dirinya tidak sah. Terakhir halangan yang hanya mengubah
sebagian tindakan hukum seperti kondisi lalai, di bawah pengampuan. Akibatnya
terjadi pembatasan terhadap tindakan hukum, tetapi Ahliyyatul Ada’ nya tetap.*’

Suatu ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syara’ berupa perbuatan-perbuatan
yang dilakukan olen mukallaf harus didukung dengan ketentuan-ketentuan hukum
lain yaitu hukum wad‘. Ali Hasaballah di dalam kitabnya mendefinisikan hukum

wad T sebagai:

7 1bid., him. 143.
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b g A basl Y e S e ol b

Para ulama membagi hukum wad7 menjadi beberapa macam, yaitu:*

1.

Sabab, merupakan sifat nyata yang dijelaskan oleh nash bahwa
keberadaannya menjadi petunjuk berlakunya hukum syara’.

Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara’ tetapi keberadaan
hukum tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum tidak ada, tetapi
adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

Mani’ adalah sifat nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya
hukum.

Sah dan Batal, sah adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan syara’,
sedangkan batal adalah terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang
ditetapkan. Sah dan batal merupakan penilaian terhadap pelaksanaan hukum
taklifi, apakah didukung oleh keberadaan hukum wad 7 atau tidak.

Az imah dan rukhsah merupakan kategori hukum yang berlaku menurut
kondisi yang dialami mukallaf. Az imah merupakan hukum dasar yang
sifatnya umum, sedangkan rukhsah hukum pengecualian dan bersifat

khusus.

Metode Penelitian

125.

% Ali Hasaballah, Usii/at-Tasyri’ al-lslamiy, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.), him. 366.

¥ Ali Sodiqin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia... him.
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (analisis secara
keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu

suatu penelitian yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari

sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, maupun
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.**
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah analitik-komparatif.

Dalam penelitian ini akan menganalisis dari penjelasan mengenai status

pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan

mental dengan jenis gangguan kepribadian antisosial dengan perbandingan

perspektif menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

0 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),
him. 6.

* Sofyan A.P Kau, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),
him.155.
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Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang dilakukan
dari segi hukum atau peraturan-peraturan tertulis, doktrin-doktrin atau asas-
asas dalam ilmu hukum.**  Dalam hal ini penyusun akan menggunakan
asas legalitas, yaitu suatu asas, seseorang dapat dipidana jika telah ada
aturan/perundang-undangan pidana yang mengatur bahwa perbuatannya
merupakan tindak pidana.* Sedangkan pendekatan normatif adalah
pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa
al-Qur’an dan Hadis, utamanya yang berkaitan dengan hukum syara’.
Hukum syara’ adalah hukum yang bersumber dari kitab Allah. Para ulama
membagi hukum syara’ menjadi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wad 7.
Dan dalam hal ini penyusun akan menggunakan teori dari hukum wad7.**
4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik

pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan bahan sekunder

sebagai berikut:

a. Bahan Primer

%2 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 24.
*® Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

* Hukum wad9 adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau
menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain.
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Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini

berupa:

1) Al-Qur’an dan Hadis.

2) Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa.

4) Buku dengan judul Kesehatan Mental 2 dan 3 ditulis oleh Yustinus
Semiun.

5) Buku dengan judul Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju
Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan
Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana ditulis oleh Chairul Huda.

6) Kitab at-Tasyri’ al-Jinai al- Islamiy ditulis oleh Abdul Qadir

Audah.

Bahan sekunder

Bahan pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks

buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para

sarjana, kitab-kitab fikih, serta karya-karya lainnya yang berkaitan

dengan tema penelitian. Adapun bahan sekunder yang penyusun

temukan beberapa diantaranya, yaitu:

1)

Buku
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a) Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, oleh Roeslan Saleh.
b) Asas-asas Hukum Pidana oleh Moeljatno.
c) Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam oleh
Kartini Kartono.
d) Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Wardi
Muslich.
e) Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum oleh Mark Cotanzo.
2) Kitab-kitab Fikih
a) Kitab Usi/at-Tasyri’ al-lslamiy oleh Ali Hasaballah.
b) Kitab Usi/al- Figh oleh Muhammad Abt Zahrah.
¢) Kitab Al-muwafaqgat fi Usili asy- Syari’ah Jilid 1 oleh Abu
Ishaq asy-Syatibi .
5. Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data
deskriptif non statistik. Maksudnya, dengan menguraikan suatu
permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik.
Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data berupa komparatif,
dengan membandingkan antara dua pandangan hukum untuk mencari data
yang lebih kuat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan

perbandingan dalam analisis aspek hukum yang hendak diperoleh. Adapun
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metode yang digunakan kemudian untuk menganalisis data adalah sebagai

berikut:

a.

Metode Induktif

Metode Induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta
yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang lebih umum.
Metode ini digunakan untuk menjawab pokok masalah pertama. Yang
dalam penelitian ini penyusun berangkat dari fakta-fakta kasus pelaku
tindak pidana penderita gangguan mental yang kemudian dianalisis
konsep hukumnya melalui dua perspektif hukum yaitu Hukum Positif
dan Hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis-normatif untuk kemudian
ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan
antara Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai status
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan
mental kategori kepribadian antisosial, pententuan untuk persamaan dan
perbedaanya penyusun menggunakan pendekatan yaitu asas legalitas
dan teori hukum wad% Untuk kemudian dapat diambil suatu

kesimpulan.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini berjalan terarah dan sistematis maka dibutuhkan
sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun sampaikan skripsi ini terdiri dari
lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai:
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab
ini penyusun menjelaskan apa yang menjadi kerangka berpikir dalam penulisan
skripsi ini.

Bab kedua, memuat gambaran umum mengenai gangguan mental kepribadian
antisosial. Dalam bab ini secara spesifik memuat definisi mengenai kepribadian,
kepribadian sosial, kepribadian antisosial, gangguan kepribadian antisosial serta
pandangan para psikolog terkait gangguan kepribadian dan ciri-ciri dari gangguan
kepribadian antisosial.

Bab ketiga, membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penderita
gangguan mental kepribadian antisosial dengan dilihat dari dua perspektif hukum
positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan analisis status pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial perspektif

hukum positif dan hukum Islam.
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Bab kelima, berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah

dipaparkan dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian, dan analisis yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita
gangguan mental kepribadian antisosial baik menurut hukum Positif maupun hukum
Islam adalah keduanya sepakat jika pelakunya tetap bisa dimintai
pertanggungjawaban pidana. Meskipun memang, dalam kedua hukum ini tidak
disebutkan secara spesifik mengenai gangguan mental kepribadian antisosial namun
antara hukum Positif dan hukum Islam sama-sama mengakui adanya asas legalitas
sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum. Jika perbuatan yang dilakukan
memang tergolong perbuatan pidana dan tercantum dalam peraturan perundang-
undangan atau mnash maka, sudah barang tentu pelakunya akan dikenai sanksi

begitupula sebaliknya.

Selain itu antara hukum positif dan hukum Islam juga sama-sama mempunyai
persyaratan dalam pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam hukum positif
syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku salah satunya adalah bila
pelaku dapat menginsyafi jika perbuatannya tidak dipandang baik dalam masyarakat
serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan dalam hukum Islam syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban

96
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pidananya pelaku bergantung kepada apakah pelaku memiliki kemampuan idrak dan

ikhtiar yakni kemampuan berpikir dan memilih.

Tetapi, kedua hukum berbeda pandangan dalam hal status hukumnya. Pada
hukum positif pelaku yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial, secara
tidak langsung disamakan dengan pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang tidak
mengalami gangguan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, mengenai status
hukumannya sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fugaha. Kemudian
hal mendasar yang menjadikan kedua hukum ini berbeda juga terdapat pada
penentuan jenis-jenis gila/macam kejiwaan. Seperti apa yang dipaparkan sebelumnya,
bahwa meskipun di antara kedua hukum sama-sama tidak tercantum atau dalam arti
tidak ada detail yang jelas mengenai gangguan mental kepribadian antisosial, hanya
saja dalam hukum Islam penetapan atau penjabaran jenis-jenis kegilaan dipaparkan di
lain keterangan (tidak terdapat dalam nash). Sehingga menjadikannya suatu kejelasan
dan kepastian untuk kemudian dicocokan apabila terjadi kasus seseorang yang
mengalami gangguan kejiwaan dan menjadi terang pula apakah gangguannya ini
tergolong yang bisa menghilangkan sebagian akal apa seluruhnya. Sementara dalam

hukum Positif belum ada penjelasan di luar ketentuan perundang-undangan.

B. Saran
1. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan
maka seharusnya pemerintah melakukan pembenahan pada peraturan
perundang-undangannya khususnya di sini KUHP karena sejatinya KUHP

di Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang dalam pasal-pasalnya
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sudah tidak sinkron dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia.
Khususnya dalam hal ini adalah pasal 44 KUHP guna terciptanya progres
hukum demi Indonesia yang lebih baik.

Kajian mengenai orang yang mengalami gangguan mental dalam hukum
Islam sebaiknya diperbanyak atau dapat dilakukan penelitian-penelitian
lebih lanjut oleh para cendikiawan muslim atau Kita sebagai mahasiswa
karena kajian tersebut dirasa penting demi perkembangan kajian hukum

Islam yang lebih responsif.
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LAMPIRAN | TERJEMAH TEKS ARAB

No | HIm | Bab | Fn Terjemahan

1. 1 | 3 .

Maka apakah kamu (muslimin) sangat mengharapkan
mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan
dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubahnya
setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
QS. Al-Bagarah (2): 75.

2.1 16 | 29 | Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. QS. Al-Bagarah (2): 286.

3. | 18 I - | Kesengajaan anak kecil atau orang gila merupakan suatu
kesalahan.

4. 20 ' 38 | Hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sabab, atau
syarat, atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain.

S. | 59 | I | 22 | pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali
ada dalil yang mengharamkannnya.

6. | 63 | Il | 31 | Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. QS. Al-Fatir (35): 18.

7.1 65 | Il | 34 | Wahai orang yang beriman! janganlah kamu mendekati
shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu
sadar apa yang kamu ucapkan. QS. An-Nisa’ (4): 43.

8. 67 i 37 | Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang, yaitu
orang yang tidur hingga bangun anak kecil hingga dewasa,
dan orang gila hingga sembuh. HR. Ibn Majah.

9.1 92 | 1V | 10 | pan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami
mengutus seorang Rasul. QS. Al-Isra’ (17) : 15.

10. | 93 v 11 | Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang, yaitu

orang yang tidur hingga bangun anak kecil hingga dewasa,
dan orang gila hingga sembuh. HR. Ibn M3jah.




LAMPIRAN I1
BIOGRAFI TOKOH/ULAMA

1. Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim berkeahlian dalam
bidang fikih. karya beliau yang terkenal adalah At-Tasyri’ al-Jindi al- Islamiy
telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran
kaum intelektual di Mesir sebab karyanya tersebut memperlihatkan keunggulan
hukum syariat atas undang-undang konvensional.

Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, da’i Islam
modern serta pemimpin besar ikhwanul muslimin. Kata-katanya didingar semua
orang dan memiliki posisi tinggi pada ikhwanul muslimin dan rakyat mesir secara
umum. Beliau memiliki peranan penting dan berpengauh dalam setiap peristiwa
yang terjadi di Mesir pasca wafatnya Imam Hasan al-Bannan pada 12 Februari
1949.

2. Prof. Dr. Mr. Moeljatno,S.H.

Moeljatno dilahirkan di Surakarta pada tanggal 10 Mei 1909 putra sulung
dari pasangan Wiryo Kartojo dan istrinya. Dia menyelesaikan pendidikan
dasarnya di Europese Lagere School di Boyolali Jawa Tengah dan lulus pada
tahun 1918. Kemudian dia kembali ke Surakarta melanjutkan pendidikan di
Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs (setara SMP) dan lulus pada tahun 1924.
Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Algemene Middlebaar School Surakarta
dan lulus tahun 1927.

Setelah menamatkan pendidikan di AMS, dia berangkat ke Batavia (Jakarta)
guna mengikuti kuliah di Recht School dan lulus pada 1936. Kemudian dia pindah
ke Yogyakarta dan bekerja untuk kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1939 dia
mendapatkan pekerjaan di pengadilan Agama Tinggi hingga tahun 1942. Setelah
jepang menduduki Indonesia beliau kembali lagi ke Jakarta dan bekerja di kantor
jaksa (Kensatukan Kooto Kensaku Kyoko). Setelah proklamasi tahun 1945
Moeljatno bekerja sebagai jaksa tinggi. Dan pada tahun 1946 dia bergabung
dengan menteri kehakiman Soepomo dan beberapa staf kementerian lainnya
dalam merumuskan UU. No.1 Tahun 1946. Tahun berikutnya dia diangkat
menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata. Kemudian dia dikirim kembali
ke Yogyakarta dan diajak untuk bergabung mengajar di Universitas Gadjah
Mada. Pada 24 Maret 1956 Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman
dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Namun dia mengundurkan diri pada 9
Januari 1957 karena sering tidak sepandangan dengan Jaksa Agung pada waktu
itu, hingga akhirnya dia kembali ke menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada
dan menjadi Dekan Fakultas Hukumnya pada 1957-1958. Moeljatno meninggal
dunia pada 25 November 1971 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Gadjah



Mada. Dan sampai sekarang penjelasan Moeljatno atas KUHP digunakan oleh
Mahasiwa dan Praktisi hukum di Indonesia.

3. Yustinus Semiun, OFM

Yustinus Semiun adalah Alumnus IKIP Sanata Dharma Jurusan Filsafat dan
Teologi pada tahun 1972. Gelar Master of Science di bidang counseling
psychology diperolehnya pada tahun 1982 di Universitas De La Salle, Manilla,
Filipina. Beliau pernah mengikuti Clinical Pastoral Education di Makati Medical
Center, Manila dan memperdalam Assessment di Universitas yang sama.

Yustinus pernah berkarya sebagai dosen di IPB, Universitas Pakuan dan
Universitas Nusa Bangsa di Bogor. Pada tahun 2000-2004, dia menjadi dosen dan
menjabat sebgai Kepala pusat bimbingan lembaga pengembangan sumber daya
manusia (LPSDM) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sejak awal
tahun 2015, beliau mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta.

4. DR. Chairul Huda,S.H..M.H

Chairul Huda adalah peraih gelar doktor termuda dalam bidang ilmu pidana
di Universitas Indonesia pada usia 34 tahun dengan predikat cum laude. Dia
dilahirkan di Banten pada 28 Oktober 1970. Chairul aktif dalam organisasi
Pemerhati Hukum, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia
(MAHUPIKI) dan Forum Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia
(FORKAPHI). Selain itu dia sering diminta menjadi ahli dalam penyidikan
maupun dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dia juga masuk dalam
tim perancang rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tahun 2004
yang digodog oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia
(KEMENKUMHAM) dan juga masuk dalam tim konsultasi Hukum badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nike Rosdiyanti.
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 24 Juli 1995.
Alamat . Ds. Tamansari Blok Nagrak Rt.08 Rw.02 No. 18 A

Kec. Lelea, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat.

Nama Ayah : Casmadi.

Nama Ibu : Elinda.

No. HP : 085789040324/085224337577.
Email : nikerosdiyanti@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Tamansari 1 (2001-2007).

- SMP Negeri Unggulan Sindang
Indramayu (2007-2010).

- MAN Indramayu (2010-2013).

- S1 Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2013-2017).

Riwayat Organisasi

- Staf Publikasi dan Relasi Pusat Studi dan
Konsultasi Hukum (PSKH) Periode 2016/2017
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


mailto:nikerosdiyanti@gmail.com

	HALAMAN JUDUL

	ABSTRAK
	HALAMAN PERSETUJUAN

	HALAMAN PENGESAHAN

	PERNYATAAN KEASLIAN

	MOTTO
	Persembaha
n
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN

	A. Latarbelakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE

